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PENDAHULUAN

ahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaaan kehakiman
dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 — 2025.
RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui
reformasi birokrasi. Amanat tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan prioritas

pembangunan nasional.

MAHKAM/H AGUNG

B

Gambar 1 : Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan

reformasi birokrasi pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung.
Pada tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu lembaga Negara yang

ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana reformasi birokrasi percontohan dengan Kemeterian

Keuangan, BPK dan Kementerian PAN. Penetapan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan
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reformasi birokrasi secara otomatis harus dilakukan pula oleh badan-badan peradilan yang berada

dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.

Gambar 2 : Gedung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Posisi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Ibukota Negara diharapkan bisa menjadi project
atau etalase performance peradilan tingkat Banding dan peradilan tingkat pertama se-Indonesia. Hal
tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan
peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti
memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya website untuk meningkatkan pelayanan
informasi terhadap para pencari keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta tentang sarana dan prasarana adalah gedung kantor yang ditempati saat ini adalah
pinjam  pakai gedung milik Pemerintah  Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan
pengembangan/pembangunan gedung kantor Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Selain
itu keterbatasan terhadap ketersediaan alat pengelolaan data untuk mendukung pemantapan e-
governance, keterbatasan kuantitas dan kualitas,sumber daya manusia dan keterbatasan budget

yang ada.

Namun demikian, dengan culture yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan

Pengadilan Agama se DKI Jakarta, senantiasa berjuang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan
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sumber daya yang ada dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung maupun
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 telah menetapkan arah kebijakan dalam mendukung
peningkatan kinerjanya dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta dengan memprioritaskan tersedianya
sarana dan prasarana kinerja yang memadai termasuk modernisasi perangkat keras, perangkat
lunak dan jaringan tehnologi informasi, dan terwujudnya aparatur peradilan yang professional dan
berintegritas serta ketersediaan anggaran yang memadai.

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan
Agama se DKI Jakarta telah mempunyai website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk
memperoleh layanan informasi. Dalam hal penyiapan sarana dan prasarana yang memadai
harapannya dapat segera tersedianya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan gedung
kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur yang sesuai prototype dan peningkatan sarana prasarana
pendukungnya, menetapkan prioritas optimalisasi pelayanan masyarakat pencari keadilan,
peningkatan sarana dan prasarana kinerja, maksimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi.

A. Visi dan Misi

Bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan
kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu
sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur
Peradilan Agama harus lebih diintensifkan lagi, namun disamping itu juga pemenuhan sarana
prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai salah satu
pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman
harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima,
yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta menetapkan VISI yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi.

2 .Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan terbtib administrasi dan menajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana, prasarana, dan yang proporsional.
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Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu penelahaan mendalam atas
segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan
program kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta menyusun Laporan
pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian ,
evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan di DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka
menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan

Pengadilan Agama Jakarta yang prima.

B. Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Tahun 2015-2019

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu kawal depan Makamah Agung meskipun
hanya mempunyai yurisdiksi di 5 (lima) Pengadilan Agama, namun karena kedudukan Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta di Ibukota Negara, sehingga menjadi
acuan dan standar kinerja bagi peradilan lainnya, maka sudah barang tentu beban tugas pun menjadi
sangat berat, baik yang berkaitan dengan pembangunan system kerja yang ideal, pembinaan
peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan
prasarana pendukung kinerja dan ada anggaran yang memadai, sehingga terciptanya pelayanan
prima bagi semua masyarakat pencari keadilan.

Sesuai rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta tahun 2015 menetapkan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kinerja
yang lebih memadai dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang profesional serta
terealisasinya transparansi atau peradilan yang modern.

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan
Agama se DKI Jakarta telah mempunyai website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk
memperoleh layanan informasi serta beberapa Pengadilan Agama telah mempunyai bangunan
gedung Prototip. Dalam mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
masih menetapkan prioritas penyediaan/pembangunan gedung kantor yang sesuai prototype,
peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan gedung, optimalisasi pemanfaatan Teknologi
Informasi sebagai program prioritas, serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan
kuantitasnya mencukupi, serta anggaran yang memadai bagi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan
Pengadilan Agama se DKI Jakarta, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama
Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat.

1.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)

1. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai hubungan baik dengan pemerintah daerah
propinsi DKI Jakarta.

3. Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi)
pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
selaku Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan
empat Lingkungan Tingkat Banding yang lain.

B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan — kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dirinci dalam
beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan.

e Beragam/Kompleksitas perkara yang diajukan Pada Tingkat Banding, sehingga
Hakim-Hakim yang ditempatkan harus mempunyai intensitas, kapabilitas dan
professional.

e Belum memiliki standarisasi mekanisme dan evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat dari pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Pengadilan.

¢ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut
pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.

e Rekrutment PNS vyang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kompetensi/kemampuan kerja yang dibutuhkan, serta jumlahnya terbatas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

e Belum adanya standarisasi pemeriksaan dan pengawasan yang komperenshif pada
semua lini.

e Belum adanya system pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Management.

e Belum terselesaikannya pembuatan aplikasi system management perkara berbasis
Teknologi Informasi.

5. Aspek Sarana Prasarana dan Anggaran.

Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan ketersediaan Anggaran yang

terbatas.

C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
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e Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang alur proses berperkara yang terdapat dalam SIADPA
PLUS.

e Adanya kemudahan mengakses Informasi apapun dari Mahkamah Agung dan
Lembaga lainya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

e Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai Motivasi dalam peningkatan kinerja.

e Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia.

e Adanya kemudahan mencari Narasumber yang kafabel dalam melakukan bintek di
tempat kerja dari Mahkamah Agung.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk Internal
maupun External ke Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta.

e Adanya pembinaan koordinasi rutin yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta dan Jajaranya.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Mangement Peradilan.

e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

e Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
berupa Internet, website pengadilan, Aplikasi pelaporan online, Aplikasi system
Informasi Administrasi Peradilan Agama berbasis web dan aplikasi system informasi
administrasi perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berbasis web (walau belum

optimal).

D. Tantangan Yang Di Hadapi (Thereats)
Tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang akan dihadapi dan
harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang di
harapkan.
1. Aspek Proses Peradilan.
e Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan jasa pengguna pengadilan.
e Belum terselesaikanya pembuatan Jaringan/Line yang terintregasi dengan server
terpadu antara subbagian yang lain.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

e SDM di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum seluruhnya memahami Visi dan Misi
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Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.



e Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol kinerja Peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan.

e Adanya pemahaman yang belum standar berkas banding, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sering
membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana Prasarana dan Anggaran.

e Anggaran, Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun dan
tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah, sebagai berikut :
1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kekuasaanya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan keadilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 5 (lima) Pengadilan Agama

dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai untuk
dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut :

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan kualitas keputusan hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksestibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice).
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

N o g M D PRE

Peningkatan kualitas SDM.
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STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI )

erdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan

Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial

di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian pembinaan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta berada di bawah Mahkamah Agung RI.

1. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai “voorpost”’/kawal depan Mahkamah Agung RI,

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok
Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Undang- undang
Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 51 bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili

antar pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili
antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide: pasal 49, 51 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik
menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,
perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku  Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera  Pengganti, dan



Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan
ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan (vide: Undang-undang Nomor 4 tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman);

d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide:
pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006);

e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan;
f. Fungsi lainnya:

a) Pelayanan penyuluhan hukum pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/004/SK/11/1991);

b) Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil yang akan

beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan
bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,
dan Sekretaris. Dan pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama

terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Selanjutnya guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi
menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
ditetapkan adanya Kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin oleh seorang
Panitera dan Sekretaris yang menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan Panitera/Sekretaris.

Susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan telah diatur
dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/I/1993 tentang Perubahan
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/11/1992 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, susunan organisasi
tersebut diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada dasarnya kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Wakil Panitera serta sub
Kepaniteraan Banding, sub Kepaniteraan Hukum dan kelompok Tenaga Fungsional

Kepaniteraan.

Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin oleh seorang
Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris serta sub Bagian Kepegawaian, sub Bagian Keuangan
dan sub Bagian Umum yang tugasnya adalah memberikan pelayananan administrasi secara
umum (baik dibidang kepegawaian, keuangan dan surat menyurat) kepada semua unsur di

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai gambar dibawah ini.
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Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



BAGAN STRUKTUR
PENGADILAN AGAMA SE-DKI JAKARTA
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Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2015 terjadi perubahan struktur

organisasi baik di Kepaniteraan mau pun di Kesekretariatan sebagaimana struktur di bawah ini :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

JURUSITA / ISP

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Se- DKI Jakarta
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undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan bahwa
Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan
Sekretaris. dan pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri
dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut

di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibantu oleh:

1. Sub Kepaniteraan Hukum.

Gambar 5 : Ruang Kepaniteraan Hukum

Mempunyai tugas:

Mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan;

Melaksanakan sebagian tugas-tugas kepaniteraan pengadilan;
Melaksanakan kebijakan kepaniteraan pengadilan;
Menghimpun data perkara, hukum dan kepaniteraan;

Mengolah data perkara, hukum dan kepaniteraan;

-~ 0 20 T

Menyusun program kerja hukum dan kepaniteraan;
Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dan masyarakat;

s«

Melaksanakan sosialisasi hukum;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

o



2. Sub Kepaniteraan Banding.

it

Gambar 6 : Ruang Kepaniteraan Banding

Mempunyai tugas:

a. Menerima berkas pekara banding;

b. Mendata berkas perkara banding;

c. Mengetik PMH dan mengetik penetapan PP;

d. Membuat jurnal keuangan perkara banding;

e. Mengolah biaya perkara banding;

f.  Membuat jadwal pesidangan;

g. Mengatur pembagian berkas perkara banding kepada majelis hakim;

h. Mengirim surat pemberitahuan tentang registrasi penerimaan perkara banding

kepada para pihak dan Pengadilan Agama pengirim;

i. Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan amar putusan kepada para pihak
melalui pengadilan pengirim;

j- Mengirimkan kembali berkas bundel A disertai salinan putusan kepada pengadilan
pengirim;

k. Membuat laporan pada tiap bulan untuk disampaikan kepada Panitera Muda Hukum
sebagai laporan bulanan perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

I.  Membuat evaluasi terhadap proses jalannya persidangan;

m. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus (arsip aktif) pada Panitera Muda

Hukum untuk di arsipkan;

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ——— Laporan Tahunan ﬁ



n. Menerima tembusan salinan putusan kasasi yang dicatatkan dalam register kemudian
yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum;
0. Menerima surat-surat pengaduan masyarakat berkenan dengan proses persidangan
perkara baik tingkat perkara maupun tingkat banding dan membagikanya kepada yang
terkait berhubungan dengan proses penyelesaian perkara;

p. Mengevaluasi dan membuat presentase kinerja hakim.

3. Sub Bagian Keuangan

Gambar 7 : Ruang Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, tata laksana
keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, evaluasi dan pelaporan serta
Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;

c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan;

d. Pelaksanaan urusan verivikasi dan akutansi;

e

. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

®



4. Sub Bagian Kepegawaian
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Gambar 8 : Ruang Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan kepegawaian.

Mempunyai fungsi pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai.

5. Sub Bagian Umum

Gambar 9 : Ruang Sub Bagian Umum

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ——— Laporan Tahunan




Mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, urusan rumah tangga dan perlengkapan,
melaksanakan urusan publikasi dan pemberitaan, perpustakaan dan dokumentasi.
Mempunyai fungsi:

a. Penatausahaan Barang Milik Negara;

b. Pemeliharaan Barang Milik Negara;

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

d. Pelaksanaan urusan publikasi dan pemberitaan;

e

. Pelaksanaan pengolahan perpustakaan dan dokumentasi.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

Sesuai dengan Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). (19 Juni 2012) yang dipertegas
dengan Peraturan Sekretaris MA Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur, maka dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para
pencari keadilan, di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun yang terdiri dari SOP Kepaniteraan

dan Kesekretariatan, sebagai berikut :

1. Eselon Il (Panitera/Sekretaris) memiliki SOP sebanyak 38 yang terdiri dari SOP

Kepaniteraan dan Kesekretariatan

2. Eselon Il memiliki SOP sebanyak 34 yang terdiri dari Wakil Panitera sebanyak 7 SOP
dan Wakil Sekretaris sebanyak 27 SOP

3. Eselon IV memiliki SOP sebanyak 72 terdiri dari Panitera Muda Banding sebanyak 11
SOP, Panitera Muda Hukum sebanyak 17 SOP, Kasub Bagian Keuangan sebanyak 12
SOP, Kasub Bagian Kepegawaian sebanyak 14 SOP, dan Kasub Bagian Umum
sebanyak 18 SOP

4. Staf memiliki SOP sebanyak 60 dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan

5. Fungsional memiliki sebanyak 8 SOP Hakim dan 9 SOP Panitera Pengganti

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Eselon Il berjumlah 1 SKP

Eselon Il berjumlah 2 SKP

Eselon IV berjumlah 5 SKP

Staf berjumlah 15 SKP

Fungsional ( Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengganti) berjumlah 53 SKP

a b~ N e
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BAB Il
Pembinaan dan Pengelolaan

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia teknis yudisial pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
pada Tahun 2015 yaitu :
a. Tenaga Hakim secara keseluruhan berjumlah 121 orang, yang diperbantukan sebanyak
28 orang.
b. Panitera 6 Orang , Wakil Panitera 6 Orang, Panitera Muda 17 orang, Panitera Pengganti
sebanyak 97 orang, Juru Sita 16 orang dan Juru Sita Pengganti 65 orang.
c. Untuk kenaikan pangkat tahun 2015 khususnya tenaga teknis di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama sudah menggunakan sistem paperless.
Hakim Yg . Pejabat Pejabat .
No | Unit Kerja .]m_l Diperbantuk Hal_<_|m Kepaniter i Struktu | Jurusita | JSP | Staf Jml LGl R"l
Hakim Riil Pegawai
an aan ral
1 P 40 18 22 4 13 6 0 0 15 78 61
Jakarta
g | EAdREE g 1 10 5 16 4 4 1 | 3 54 53
Pusat
3 | PAJakarta 15 4 11 5 9 4 1 13 1 48 44
Utara
g | BAELERE g 1 18 5 24 4 6 10 | 7 75 74
Timur
5 | PAJakarta 18 1 17 5 18 4 4 17 6 72 71
Selatan
B | EALEE 18 3 15 5 17 4 1 14 4 63 60
Barat
JUMLAH 121 28 93 29 97 26 16 65 36 390 363

2.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Tahun 2015 pengangkatan dari pegawai Honorer (K2) di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta berjumlah 5 orang.

i)



KONDISI JUMLAH HAKIM DAN PEJABAT STRUKTURAL, KEPANITERAAN, PANITERA
PENGGANTI, JURUSITA PENGGANTI DAN PEJABAT NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PER DESEMBER 2016

- Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin
Sumber daya manusia menurut jenis kelamin pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta sebagai berikut :
a. Laki-laki sebanyak 241 orang

b. Perempuan sebanyak 150 orang

m Laki-laki

B Perempuan

- Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber daya manusia menurut tingkat pendidikan pada Wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta meliputi :
a. Pendidikan S3 sebanyak 6 orang
b. Pendidikan S2 sebanyak 39 orang
c. Pendidikan S1 sebanyak 25 orang
d. Pendidikan D3 sebanyak 4 orang
e. Pendidikan D1 sebanyak 0 orang
f. Pendidikan SMA sebanyak 3 orang
g. Pendidikan SMP sebanyak 1 orang
Pendidikan SD sebanyak 0 orang

mS3
mS2
ms1
mD3
mD1
uSMA
W SMP
msD




3. Mutasi

Luar Jakarta

Pusat

JABATAN
NO JUMLAH KET
LAMA BARU

1 Mutasi/promosi (ke
wil. PTA Jakarta):
Hakim Tinggi PTA Luar | Hakim Tinggi PTA Jakarta 8 orang
Jakarta
Wakil Ketua Ketua Pengadilan Agama 1 orang
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Wakil Ketua Ketua Pengadilan Agama 1 orang
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Wakil Ketua Ketua Pengadilan Agama 1 orang
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Ketua Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan 1 orang
Agama Agama Jakarta Timur
Ketua Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan 1 orang
Agama Agama Jakarta Selatan
Ketua Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan 1 orang
Agama Agama Jakarta Barat
Ketua Pengadilan Hakim Pengadilan Agama 1 orang
Agama Barat
Ketua Pengadilan Hakim Pengadilan Agama 2 orang
Agama Selatan
Ketua Pengadilan Hakim Pengadilan Agama 2 orang
Agama Timur

2 Mutasi/promosi
(keluar wil. PTA
Jakarta) :
Hakim Tinggi PTA Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta | 2 orang
Jakarta
Ketua Pengadilan Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta | 3 orang
Agama
Hakim Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan 5 orang
Agama Agama Luar Jakarta
Kepaniteraan

3 Mutasi/promosi
(Intern) :
Panitera/Sekretaris PA | Panitera Muda Banding PTA 1 orang
Jakarta Pusat Jakarta
Panitera/Sekretaris PA | Panitera/Sekretaris PA Jakarta | 1 orang

i)




Staf PTA Jakarta Panitera Pengganti PA Jakarta | 2 orang
Selatan dan Pusat
Kepala Sub bagian Panitera Pengganti PA Jakarta | 1 orang
Keuangan PA Jakarta Barat
Barat
Jurusita Pengganti PA | Panitera Pengganti PA Jakarta | 1 orang
Jakarta Timur Timur
Staf PA Jakarta Timur | Panitera Pengganti PA Jakarta | 1 orang
Timur
Jurusita Pengganti PA | Jurusita PA Jakarta Barat dan 2 orang
Jakarta Selatan Selatan
Jurusita Pengganti PA | Jurusita PA Jakarta Pusat 4 orang
Jakarta Pusat
Staf PA Jakarta Selatan | Jurusita PA Jakarta Selatan 1 orang
Staf PA Jakarta Timur | Jurusita PA Jakarta Timur 1 orang
Staf PA Jakarta Selatan | Jurusita PA Jakarta Selatan 1 orang
Mutasi (Ekstern) :
Jurusita Pengganti PA | Jurusita PA Kodya Malang 1 orang
Jakarta Barat
Mutasi/promosi (ke
wil. PTA Jakarta)
Wakil Sekretaris PTA Kepala Bagian Perencanaan 1 orang
Bandung dan Kepegawaian
Wakil Sekretaris PTA Kepala Bagian Umum dan 1 orang
Surabaya Keuangan
Mutasi (Intern) :
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Keuangan 1 orang
Kepegawaian PTA dan Pelaporan PTA Jakarta
Jakarta
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 1 orang
Keuangan PTA Jakarta | dan Rumah Tangga PTA
Jakarta
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Rencana 1 orang
Umum PTA Jakarta Program dan Anggaran PTA
Jakarta
Staf PTA Jakarta Kepala Sub Bagian 1 orang
Kepegawaian dan Teknologi
Informasi PTA Jakarta
Staf PTA Jakarta Kepala Sub Bagian 1 orang
Kpegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana PA Jakarta Pusat
Staf PTA Jakarta staf PA Jakarta Selatan 1 orang

o




4. Promosi
Dalam rangka pembinaan profesi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara
berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi seluruh Hakim dan Pejabat baik struktural
maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Untuk promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta saat
ini Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) menggunakan sistem fit and
proper test. Ada pun penilaian meliputi diantaranya : Observasi Lapangan, Wawancara,

Kemampuan IT, Senioritas Pegawai dan Pendidikan.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan promosi jabatan baik Struktural maupun Fungsional
serta telah dilaksanakan mutasi baik yang ke luar (ekstern) maupun intern di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bagi hakim Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta. Promosi/mutasi jabatan Struktural pengusulannya ditujukan ke Sekretaris
Mahkamah Agung Rl sedangkan untuk promosi/mutasi jabatan kepaniteraan ditujukan ke

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adapun di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta hasil promosi dan mutasi sebagai berikut :

a. Sekretaris sebanyak 5 orang.

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
masing-masing 1 orang.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan rumah
Tangga, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Teknologi Informasi masing-masing 1 orang.

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian
Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan masing-masing 1 orang.

e. Staf seluruhnya berjumlah 36 orang ( Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan

a

Agama se DKl Jakarta ).



5. Pensiun
a. Kenaikan Pangkat Pengabdian/Batas Usia Pensiun (BUP)
Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian tahun 2015 sebanyak 5 orang dan sudah terealisasi.
b. PensiunJanda/Duda

Pensiun Janda/Duda tahun 2015 sebanyak 0 orang dan 0 sudah terealisasi.

B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

a. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2015 menerima perkara banding sejumlah
139 perkara, ada penurunan sejumlah 27 perkara atau turun 16 % bila dibandingkan dengan

perkara yang diterima pada tahun 2014 sejumlah 166 Perkara.

Keadaan perkara Tahun 2014 sisa perkara banding adalah 0 (nol) atau zero. Sehingga
jumlah perkara yang diterima dan harus diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun
2015 berjumlah 139 perkara.

Tahun 2015 jumlah perkara yang diputus sebanyak 139 perkara, sehingga sisa perkara
banding tahun 2015 adalah 0 (nol) atau zero. Dari angka penyelesaian perkara tersebut dapat
dihitung prosentase produktifitas kinerja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam

memutus perkara sebesar 100%.

Perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama se - wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 berjumlah 139 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

1). Pengadilan Agama Jakarta Pusat = 16 perkara
2). Pengadilan Agama Jakarta Barat = 21 perkara
3). Pengadilan Agama Jakarta Timur = 38 perkara
4). Pengadilan Agama Jakarta Selatan = 50 perkara

5). Pengadilan Agama Jakarta Utara 14 perkara +

Jumlah = 139 perkara

i)
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Grafik 3 : Grafik perkara banding yang diterima

Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa perkara banding terbanyak diterima dari

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu sejumlah 50 perkara, diikuti oleh Pengadilan Agama

Jakarta Timur sejumlah 38 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat sejumlah 21 perkara,

Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejumlah 16 perkara dan urutan terakhir Pengadilan Agama

Jakarta Utara sejumlah 14 perkara.

Perkara banding yang diterima tahun 2015 dengan jumlah 139 perkara tersebut diatas

dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut :

1. Izin Poligami : 0 perkara
2. Pencegahan Perkawinan : 0 perkara
3. Pembatalan Perkawinan : 0 perkara
4. Cerai Talak : 49 perkara
5. Cerai Gugat : 57 perkara
6. Harta Bersama : 17 perkara
7. Penguasaan Anak : 0 perkara
8. Istbat Nikah : 0 perkara
9. Ekonomi Syariah : 0 perkara
10. Kewarisan : 12 perkara
11. Hibah : 2 perkara
12. Wakaf : 2 perkara
13. Penetapan Ahli Waris : 0 perkara
14. Lain-lain : 2 perkara

Jumlah : 139 perkara
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Perkara cerai gugat masih menempati urutan tertinggi dalam jenis perkara yang
dimohonkan banding sebanyak 57 perkara, disusul dengan cerai talak sebanyak 49 perkara lalu
gugatan harta bersama sebanyak 17 perkara dan kewarisan sebanyak 12 perkara.

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

M [zin Poligami

m Pencegahan Perkawinan

®m Pembatalan Perkawinan
Cerai Talak

® Cerai Gugat

® Harta Bersama

B Penguasaan Anak

m Istbat Nikah

® Ekonomi Syariah

W Kewarisan

m Hibah

» Wakaf
Penetapan Ahli Waris

Lain-lain

Grafik 4 : Grafik perkara banding dilihat berdasarkan jenis perkara

Laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 yang dilaporkan setiap
bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak : 0 perkara
b. Perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak | : | 139 perkara
Jumlah : | 139 perkara

c. Perkara yang diputus pada tahun 2015
139 perkara
sebanyak

Dengan rincian sebagai berikut :

e Perkara yang dikuatkan sebanyak : 99 perkara
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Grafik 5 : Grafik perkara banding yang diputus

Penyelesaian Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

berdasarkan jangka waktu penyelesaian, yaitu :

NO Waktu Penyelesaian

Penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan
sebanyak

2 Penyelesaian perkara kurang dari 2 bulan
sebanyak

3 Penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan
sebanyak

4 Penyelesaian perkara lebih dari 3 bulan
sebanyak

Tabel 6:Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
Alur penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
1. Penyelesaian yang melibatkan Kepaniteraan, Kesekretariatan selama 52 hari

kerja
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2. Penyelesaian hanya melibatkan Hakim berdasarkan SOP memerlukan 35 hari

kerja

Berdasarkan Laporan Kegiatan Hakim (L.Il — PA2) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang

dilaporkan per semester dapat dilihat jumlah hakim Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 20

orang dengan jumlah majelis sebanyak 9 majelis. Adapun rincian masing-masing majelis

menerima dan memutus perkara sebagai berikut

1 2 8 4 ®
1 Khalilurrahman (A) 0 3 3
2 Edi Riadi (B) 0 23 23
3 Drs. H. Lutfi, S.H, M.H (C1) 0 22 22
4 Drs. Ohan Suherman, S.H., M.H 0 15 15
*Mutasi ke PTA Bandung
5 Drs. H. Zein Ahsan, M.H (C2) 0 20 20
6 Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI (C.3) 0 20 20
7 Drs. Darisman (C.4) 12 12
8 Drs. H. Nadjmi, S.H., M. Hum (C.5) 4 4
9 Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. (C.6) 18 18
10 2 2

Drs. H. I. Nurcholis Syamsudin, S.H., M.H (C.7)

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk tahun 2015 terdiri dari:

I. Periode Januari s/d Juni 2015

1. 2. 3.
1. A. 1. Dr. H. Khalilurrahman, SH.,M.BA.MH.
C-1. 2. Drs.H. Lutfi, S.H.,,M.H.
C-3. 3. Drs. H. Zein Ahsan, M.H
C-13. 4, H.M.Sururi YS,S.H.,MH.
C-19. 5. Drs.H. Musfizal Musa, SH.,M.H.
D-1. 6. Rachmadi Suhamka,SH.
D-2. 7. H. Sajadi,SH.
D-3 8. Fahruddin, S.H
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D-11. 9. Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
D-13. 10. Aday, S. Ag., M.H.

B. 1. Dr. H. Edi Riyadi,SH.,MH.

C-3 2. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

C-4 3. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI.
C-5 4. Drs. Darisman.

C-7 5. Drs. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.
D-6. 6. Akhmad Sahid, S.H.

D-10. 7. M. Khotib, S.H., M.H.

C-1 1. Drs.H. Lutfi, S.H.,,M.H.

C-8. 2. Drs. H. Muslih Munawar,SH.
C-20. 3. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

D-11. 4. Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
D-12. 5. Ali Mustofa, S.H.

C-2 1. Drs. Ohan Suherman, S.H.,M.H.\
C-9. 2. H. Didin Fathuddin,,SH.,M.H.
C-18. 3. Drs.H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
D-8 4, Mahrum, S.H.

D-9 5. Abdullah, S.H., M.H.

C-3. 1. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

C-10. 2. Dr. H. Empud Mahpudin,S.H.,M.H.
C-19. 3. Drs.H. Musfizal Musa, SH.,M.H.
D-7. 4. Hj. Nastiti Dewi, S.H

D-14. 5. Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.
C-4 1. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI.
C-11. 2. Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H.
C-17. 3. Drs. A. Choiri, S.H., M.H.

D-4. 4. Ratu Dhiyafah, S.H.

D-8. 5. Mahrum, S.H.

C-5. 1. Drs. Darisman.

C-12. 2. Drs. H. Pelmizar, M.HI.

C-14. 3. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.

D-5. 4. Sri Purwaning Rahayu, S.H.
D-12. 5. Ali Mustofa, S.H.

D-13. 6. Aday, S. Ag., M.H.

C-6. 1. Drs.H.Busri Harun, SH.,M.Ag.
C-15. 2. Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

C-16. 3. Dr. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum.
D-9. 4. Abdullah, S.H., M.H.

D-15. 5. Hj. Aminah, S.H.
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Periode Juni s/d Oktober 2015

3

Dr. H. Khalilurrahman, SH.,M.BA.MH.

A. 1.

C-1. 2. Drs.H. Lutfi, S.H.,,M.H.

C-3. 3. Drs. H. Zein Ahsan, M.H

C-13. 4, H.M.Sururi YS,S.H.,MH.

C-19. 5. Drs.H. Musfizal Musa, SH.,M.H.
D-1. 6. Rachmadi Suhamka,SH.

D-2. 7. H. Sajadi,SH.

D-3. 8. Fahruddin, S.H

D-11. 9. Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
D-13. 10. Aday, S. Ag., M.H.

B. 1. Dr. H. Edi Riyadi,SH.,MH.

C-3. 2. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

C-4. 3. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI.
C-5. 4. Drs. Darisman.

C-7. 5. Drs. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.
D-6. 6. Akhmad Sahid, S.H.

D-10. 7. M. Khotib, S.H., M.H.

C-1. 1. Drs.H. Lutfi, S.H.,M.H.

C-8. 2. Drs. H. Muslih Munawar,SH.
C-20. 3. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

D-11. 4. Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
D-12. 5. Ali Mustofa, S.H.

C-2. 1. Drs. Ohan Suherman, S.H.,M.H.
C-9. 2. H. Didin Fathuddin,,SH.,M.H.
C-18. 3. Drs.H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
D-8. 4, Mahrum, S.H.

D-9. 5. Abdullah, S.H., M.H.

C-3. 1. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

C-10. 2. Dr.H. Empud Mahpudin,S.H.,M.H.
C-19. 3. Drs.H. Musfizal Musa, SH.,M.H.
D-7. 4. Hj. Nastiti Dewi, S.H

D-14. 5. Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.
C-4. 1. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI.
C-11. 2. Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H.
C-17. 3. Drs. A. Choiri, S.H., M.H.

D-4. 4. Ratu Dhiyafah, S.H.

D-8. 5. Mahrum, S.H.

C-5. 1. Drs. Darisman.

C-12. 2. Drs. H. Pelmizar, M.HI.

C-14. 3. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.




D-5. 4. Sri Purwaning Rahayu, S.H.
D-12. 5. Ali Mustofa, S.H.
D-13. 6. Aday, S. Ag., M.H.
8. C-6. 1. Drs.H.Busri Harun, SH.,M.Ag.
C-15. 2. Drs. H. Uce Supriadi, M.H.
C-16. 3. Dr. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum.
D-9. 4. Abdullah, S.H., M.H.
D-15. 5. Hj. Aminah, S.H.

Ill.  Periode Oktober 2015 s/d Juni 2016

1. 2. 3.
1. A. 1. Dr. H. Khalilurrahman, SH.,M.BA.MH.
C-1. 2. Drs.H. Lutfi, S.H.,M.H.
C-10. 3. H. Didin Fathuddin,,SH.,M.H.
C-15. 4. Dr. A. Choiri, S.H., M.H.
C-16. 5. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.
D-1. 6. Rachmadi Suhamka,SH.
D-2 7. H. Sajadi,SH.
D-3. 8. Fahruddin, S.H
D-4. 9. Drs. H. Ujang, S.H., M.H.
D-8. 10. Hj. Nastiti Dewi, S.H
D-13. 11. Aday, S. Ag., M.H.
2 B. 1. Dr. H. Edi Riyadi,SH.,MH.
C-1. 2. Drs.H. Lutfi, S.H.,M.H.
C-2. 3. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
C-3. 4. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI.
C-6. 5. Drs.H.Busri Harun, SH.,M.Ag.
D-5. 6. Ratu Dhiyafah, S.H.
D-7. 7. Akhmad Sahid, S.H.
3 C-1 1. Drs.H. Lutfi, S.H.,M.H.
C-15. 2. Dr. A. Choiri, S.H., M.H.
C-19. 3. Drs. H. Musfizal Musa, SH.,M.H.
D-6. 4. Sri Purwaning Rahayu, S.H.
D-11. 5. M. Khotib, S.H., M.H.
4 C-2. 1. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
C-11. 2. Dr. H. Empud Mahpudin,S.H.,M.H.
C-13. 3. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.
D-10. 4. Abdullah, S.H., M.H.
D-16. 5. Dra. Hj. Aminah
5 C-3 1. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.HI.
C-17. 2. Drs.H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
C-18. 3. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
D-9. 4., Mahrum, S.H.
D-12. 5. Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
6 C-4. 1. Drs. Darisman
C-10. 2. H. Didin Fathuddin,,SH.,M.H.
C-20. 3. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.
D-11. 4. M. Khotib, S.H., M.H.
D-15. 5. Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.
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Drs. H. Nadjmi, S.H., M. Hum.

Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H.

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.
Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H.

arwDNPE

Drs.H.Busri Harun, SH.,M.Ag.
Dr. H. Pelmizar, M.HI.

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.
Hj. Nastiti Dewi, S.H.
Mahrum, S.H.

SAREI A

Drs. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.
Drs. H. Muslih Munawar,SH.

Drs. H. Abdul Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.
Akhmad Sahid, S.H.

Aday, S. Ag., M.H.

ahrwbdhpRE

b. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama se — DKI Jakarta
Laporan perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta pada tahun 2015 yang

dilaporkan setiap bulan sebagai berikut:

perkara
perkara
perkara
perkara
perkara

perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara

perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
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perkara

perkara

perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara

perkara

Dengan demikian prosentase penyelesaian perkara di Pengadilan Agama se - DKI
Jakarta tahun 2015 sebesar 72,75 % pertahun dan sisa akhir tahun 2015 sebanyak 3614

perkara.

. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Kurang optimalnya penyelesaian perkara disebabkan oleh kompleksitasnya jenis perkara
dan mobilitas yang tinggi tgerhadap promosi dan mutasi hakim tingkat pertama sehingga proses
pemanggilan dan PBT dengan tabayun para pihak atau salah satu pihak berada di luar

yurisdiksi Pengadilan Agama dimaksud.

Perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2015
sebanyak 15960 perkara dengan jumlah hakim sebanyak 67 orang dan terdiri atas 65 majelis.
Dengan demikian rata-rata tiap majelis hakim Pengadilan Agama se - DKI Jakarta
menyelesaikan sebanyak 240 perkara. Adapun jumlah majelis hakim pada masing-masing
Pengadilan Agama se-DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- PA Jakarta Pusat sebanyak 9 Majelis dengan Hakim sebanyak 9 orang

- PA Jakarta Barat sebanyak 12 Majelis dengan Hakim sebanyak 12 orang

- PA Jakarta Timur sebanyak 17 Majelis dengan Hakim sebanyak 17 orang

- PA Jakarta Selatan sebanyak 15 Majelis dengan Hakim sebanyak 17 orang

- PA Jakarta Utara sebanyak 12 Majelis dengan Hakim sebanyak 12 orang
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Mediasi

Laporan mediasi pada Pengadilan Agama se — DKI Jakarta tahun 2015 dapat dilihat melalui grafik
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Grafik 6 : Mediasi di Pengadilan Agama se — DKI Jakarta

Tingkat keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama se — DKI Jakarta

sangat minim sekali dengan melihat grafik mediasi diatas, apabila diambil prosentase

keseluruhan tingkat kegagalan proses mediasi pada Pengadilan Agama se — DKI Jakarta

selama tahun 2015 sebesar 76,86%, prosentase tingkat keberhasilannya hanya 17,49%, tidak

layak sebesar 0,36% dan mediasi masih dalam proses sebesar 5,2% dari total semua jumlah

perkara yang dimediasi pada Pengadilan Agama se-DKI Jakarta sebanyak 3246 perkara.

3. Putusan yang diajukan Banding, Kasasi dan PK

Putusan yang diajukan banding dari Januari sampai Desember tahun 2015

sebanyak 139 perkara, putusan perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 63

perkara, putusan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali sebanyak 8

perkara.

a) Putusan yang diajukan Banding :

- Putusan PengadilanTk.l yang dikuatkan Tk. Banding

=99 perkara

- Putusan PengadilanTk.l yang dibatalkan Tk. Banding = 34 perkara

- Putusan PengadilanTk.l yang tidak dapat diterima Tk. Banding =

- Putusan Pengadilan Tk. yang NO Tk. Banding =

- Putusan Pengadilan Tk. yang ditolak Tk. Banding =

- Putusan Pengadilan Tk. yang dicabut Tk. Banding =

b) Putusan yang diajukan Kasasi :

0 perkara
4 perkara
1 perkara

1 perkara
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- Putusan Pengadilan Tk.l yang dikuatkanTk. Banding = 38 perkara

dan dikuatkan Tk. Kasasi

- Putusan Pengadilan Tk.l yang dikuatkanTk. Banding = 9 perkara
dan dibatalkan Tk. Kasasi
- Putusan Pengadilan Tk.l yang dikuatkanTk. Banding = 0 perkara

dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

- Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. =12 perkara
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

- Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. = 5 perkara
Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

¢) Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :

- Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding = 7 perkara
dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

- Putusan PengadilanTk.] yang dibatalkan Tk. Banding = 1 perkara
dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan keterbatasan anggaran, Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana prasarana
meliputi sarana fisik gedung pengadilan, penyediaan sarana pendukung bagi proses kerja yang
lebih baik seperti fasilitas teknologi informasi komputer/laptop, jaringan komunikasi, printer, dan
cpu serta penyesuaian proses kerja untuk mendukung operasional dan berbagai fasilitas
teknologi informasi lainnya.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan pengadilan agama se-wilayah DKI Jakarta telah
melakukan pengelolaan dan peningkatan pelayanan dibidang ketersediaan sarana dan prasarana
yang merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, dalam
penyusunan angggaran juga dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana
yang dibutuhkan guna memenuhi standar kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya para
pencari keadilan seperti perluasan gedung kantor dan pembangunan tahap akhir(finishing)
gedung kantor, pengadaan teknologi informasi, dan lain sebagainya kebutuhan kantor.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan pengadilan agama sewilayah hukum PTA
Jakarta juga telah melakukan upaya lainnya adalah melakukan penyempurnaan dalam
penyediaan berbagai sarana prasarana serta penataan ruangan ruangan sehingga beberapa
pengadilan agama sudah memiliki standar internasional managemen / (“ISO) guna meningkatkan

pelayanan dan kepentingan masyarakat bagi para pencari keadilan.
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Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan
Agama se DKI JakartaPeningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang
tahun 2015, meliputi :

a. Pembangunan Gedung Kantor :

Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta melakukan lanjutan pembangunan 1 (satu) gedung kantor yatu pengadilan
agama Jakarta barat dan perluasan pembangunan kantor pengadilan agama jakarta

timur, sebagaimana tabel berikut;

Prototype
NO Satuan Kerja Gedung Kantor
2014 2015
1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Belum Belum
Masih pinjam pakai milik | Masih pinjam pakai milik
Jakarta ;E,f,,DApo PEMDA DKI
SK  Gubernur No : | SK Gubernur No :
843/073.541 tanggal 24 | 843/073.541 tanggal 24
Maret 2004 Maret 2004

SK Gubernur tentang
perpanjangan pinjam
pakai Nomor: 952 Tahun
2014 tanggal 2 Juni
2014.

SK BPKD  tentang
perpanjangan  gedung
kantor Nomor 022-1
tertanggal 29 Agustus

2014.
2 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan Sesuai Sesuai
3 Belum Sesuai
4 | Pengadilan Agama Jakarta Utara Sesuai Sesuai

)



5 | Pengadilan Agama Jakarta Barat Belum Sesuai

6 | Pengadilan Agama Jakarta Timur Belum Belum
- Tahap | perluasan

b. Laporan Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasioanal

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta

dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh sarana kendaraan roda 4 (empat) dan 2

(dua). Secara umum Kketersediaan kendaraan roada 4 (empat) dan 2 (dua) masih

memerlukan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya/peremajaan usia

kendaraan. Profil kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) di Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, sebagai berikut :

A A - A .A-AA

Sedan Altis 2004
Sedan Vios 2009
Sedan Altis 2009
Sedan Camri 2005
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Espas 1997
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Kijang

KE 2002
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Kijang 2009
Inova

Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Avanza 2011
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Avanza 2011
Sepeda Motor Honda GL 100 1998
Sepeda Motor Supra X 125 2005




Sepeda Motor Supra X 125

2007

Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sedan Vios 2006
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Kijang KF 2002
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Sepeda Motor Mega Pro 2005
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Supra X 125 2008
Sepeda Motor Vario 2009
Sepeda Motor Vario 2009
Sepeda Motor Supra X 125 2009
Sepeda Motor Supra X 125 2009
Sepeda Motor Supra X 125 2009
Sepeda Motor Supra X 125 2009
Sedan Vios 2006
Sedan Proton 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Kijang KF 2003
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) 2010
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Sepeda Motor 1998
Sepeda Motor 2005
Sepeda Motor 2009
Sepeda Motor 2009
Sepeda Motor 2009
Sedan Vios 2006
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Kijang KF 2002
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Sepeda Motor 2005
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008

2008

Sepeda Motor




Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2009
Sepeda Motor 2009
Sepeda Motor 2009
| Pengadilan Agama Jakarta Timur __ Sedan vios 2006
Sedan Proton 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) 2000
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) 1998
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Sepeda Motor 2006
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
| Pengadian Agama Jakarta Pusat | Sedan Timor 1997
Sedan Vios 2006
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) 2003
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) 2010
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Avanza 2011
Sepeda Motor 1981
Sepeda Motor 2005
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2009
Sepeda Motor 2009
Sepeda Motor 2008
Sepeda Motor 2008
Keterangan : untuk data yang berwarna kuning direkomendasikan untuk dihapus.

c. Penerimaan/Transfer masuk dari Mahkamah Agung
Pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada, Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta menerima transfer masuk sarana dan

prasarana dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, sebagai berikut

gl



] Transfer masuk
Satuan Kerja

2014 2015
Pengadilan Tinggi Agama DKI Sedan (1 buah) Sudah ada Transfer masuk
Lemari Besi (1 buah) . . .
Jakarta Filing Cabinet Besi (1 dari Badilag tetapi belum

buah) ada Berita Acara serah

Meja Kerja Besi (3 buah) .
Meja Kerja Kayu (2 terima.( PC, Server, UPS)

buah)

Sice (1 set)
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Scanner (1 buah) Sedan (1 buah)
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Lemari Besi (12 buah) Sedan (1 buah)

Lemari Kayu (2 buah)
Rak Besi (3 buah)
Filing Cabinet Besi (6
buah)

Meja Kerja Kayu (2
buah)

Meja Rapat (1 buah)
Laptop (1 buah)

Pengadilan Agama Jakarta Utara - Sedan (1 buah)
Pengadilan Agama Jakarta Barat Sedan ( 1 buah) -
Pengadilan Agama Jakarta Timur Sedan (1 buah) -

d. Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara.

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama
se DKI Jakarta telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 96 tahun
2007 diatur mengenai barang milik Negara yang ditetapkan status penggunaannya serta
surat keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl nomor :
115A/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan sebagaian wewenang kepada Kepala Biro
Perlengkapan dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung
RI serta surat Kepala Biro Perlengkapan , Badan Urusan Administrasi , Mahkamah
Agung RI Nomor 593/BUA.4/PL.07/10/2015 tanggal 6 November 2015. Penetapan Status
Penggunaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI

Jakarta yang telah mendapatkan PSP adalah sesuai daftar lampiran.

e. Aset Tanah Gedung Kantor Pengadilan

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan
lainnya yang sah. Dalam rangka pengelolaan barang milik negara agar dapat
berdaya guna dan berhasil guna, wajib dilakukan pemeliharaan dan pengamanan
agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta telah melakukan rekapitulasi asset BMN berupa
tanah gedung kantor sesuai surat Kepala Bagian Kekayaan Negara tanggal 28
September 2015 Badan Urusan Administrasi , Mahkamah Agung Rl adalah sebagai

berikut;



Rekapitulasi Aset Tanah Gedung Kantor

NO Satuan Kerja pinjam pakai
Nomor Surat Bukti Pemilik
1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI 843/073.541 Pemprov. DKI Jakarta
Luas 3021 m?
Jakarta JL. Radin Inten Il No.3
2 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan - -
Pengadilan Agama Jakarta Pusat - -
4 | Pengadilan Agama Jakarta Utara Hak Pakai No. 175 Pemprov. DKI Jakarta
Luas 500 m?
JL. Plumpang Semper No.3
5 | Pengadilan Agama Jakarta Barat BAST 145 Tahun 1998 | Pemprov. DKI Jakarta
Luas 1.970 m?
JL. Plumpang Semper No.3
6 | Pengadilan Agama Jakarta Timur -
f. Tindak lanjut Temuan BPK selaku KORWIL DKI JAKARTA ( UAPB-W)
Sebagai tindak lanjut temuan BPK dan Surat Kepala Biro Perlengkapan, Badan
Urusan Administrasi , Mahkamah Agung RI tanggal 16 Nopember 2015 terhadap
permasalahan asset tetap bernilai Rp.1,- (satu rupiah). Oleh karena itu selaku koordinator
wilayah DKI Jakarta menyampaikan sebagai berikut :
Tindak lanjut Temuan BPK
. Tindak lanjut Berita Acara Keterangan
NO Satuan Kerja : g
Inventarisasi dan Penilaian
BMN dari KPKNL
1 | Pengadilan Negeri Jakarta BA-01/WKN.07/KNL.01/2015 Sudabh dikirim ke
Jumlah Barang 98 Mahkamah Agung RI
Selatan Nilai Koreksi 2.306.700 dengan Nomor : W9-A
/3489/PL.07/ Xl11/2015
tanggal 1 November
2015
2 | Pengadilan Negeri Jakarta BA dari KPKNL masih dalam
. proses
Timur Jumlah Barang 56
Nilai Koreksi 5.026.200
3 | Pengadilan Negeri Jakarta BA dari KPKNL masih dalam
proses
Utara Jumlah Barang 1183
Nilai Koreksi 14.484.600
4 | Pengadilan Tata Usaha Negara | BA-

01/REKON/WKN.07/KNL.01/2015
Jumlah Barang 24
Nilai Koreksi 8.372.900
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D. PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

PAGU ANGGARAN DIPA TAHUN 2015
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

1 | 401112 |[PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 25.957 162 000 1.434.933.000 27.392.095.000

2 | 400616 [PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 8.341.656.000 827 635.000 9.169.2591.000
3 | 400622 [PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 7.320.382.000 911.960.0:00 8.2532.342.000
4 | 400631 |PENGADILAM AGAMA JAKARTA BARAT 7.873.196.000 J07.674.000 8.580.870.000
5 | 400647 (PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 9.798.277.000 T6:2.993.000 10.561.270.000
b | 400653 ;:E.I;i[:LAN AGAMA JAKARTA 10.910.801.000 1.309.970.000 12.220.771.000

Jumlah Anggaran DIPA 2015 untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar Rp. 76.156.639.000,- (Tujuh puluh
enam milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Alokasi anggaran tahun 2015 tersebut terdiri dari:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 70.201.474.000,- (Tujuh puluh puluh milyar dua ratus satu juta
empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
2. Belanja Barang sebesar Rp. 5.955.165.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta

seratus enam puluh lima ribu rupiah).

REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2015
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

1 401112 |PTA JAKARTA 25.957.162.000 24.140.524 158 93,00% 1.816.637.842 7,53%
2 400616 |PA JAKARTA PUSAT £.341.656.000 6.738.951.356 BD,79% 1.602.704.644 23,78%
3 400622 |PA JAKARTA UTARA 7.320.382.000 7.145.761.870 97,61% 174.620.130 2,44%
4 4p0631 |PA JAKARTA BARAT 7.873.196.000 7.713.135.551 597,57% 160.060.445 2,08%
5 400647 |PA JAKARTA TIMUR 9.798.277.000 9.435.823.883 96,30% 362.453.117 3,84%
B 400653 |PA JAKARTA SELATAN 10.910.801.000 9.009.441.268 82,57% 1.901.359.731 21,10%

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ——— Laporan Tahunan ﬁ




Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Pegawai di Lingkungan PTA Jakarta Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

- PAGU DIPA

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2015 Rp. 70.201.474.000,- (Tujuh puluh puluh milyar

dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

- REALISASI

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 64.183.638.087,- (Enam puluh

empat milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan

puluh tujuh rupiah ) atau sebesar 91,43 % dari belanja pegawai.

- SISA ANGGARAN.

Sisa anggaran untuk belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 6.017.835.913,- ( Enam milyar

tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah ) atau

8,57 % dari belanja pegawai.

REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2015
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

no | KOPE NAMA SATKER SELAIA BARANG
SATKER PAGU REALISASI (%) SISA ANGGARAN (%)
401112 |PTA JAKARTA 1.434.933.000 | 1.407.625.992 98,10% 27.307.008 1,94%
400616 |PA JAKARTA PUSAT 827.635.000 826.868.388 99,91% 765.612 0,09%
400622 |PA JAKARTA UTARA 911.960.000 911.943.128 | 100,00% 16.872 0,00%
400631 |PA JAKARTA BARAT 707.674.000 687.168.818 97,10% 20.504.182 2,98%
400647 |PA JAKARTA TIMUR 762.993.000 756.010.577 99,08% 6.982.423 0,92%
400653 |PA JAKARTA SELATAN 1.309.970000 | 1.299.009.038 99,16% 10.960.962 0,84%
TOTAL 5.955.165.000 | 5.888.627.941 | 98,88% 66.537.059 112%

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Barang di Lingkungan PTA Jakarta Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

- PAGU DIPA

Belanja barang pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.955.165.000,- (Lima milyar sembilan

ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

)




- REALISASI

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.888.627.941,- (Lima milyar

delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus

empat puluh satu rupiah). atau sebesar 98,88 % dari total belanja barang.

- SISA ANGGARAN

Sisa anggaran belanja barang tahun 2015 sebesar Rp. 66.537.059,- (Enam puluh enam juta

lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 1,12% dari total

belanja barang.

B. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2015
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

no | KODE MAMA SATKER SEAMAMODA
SATKER PAGU REALISASI (%) SISA ANGGARAN (%)

1 | 401112 |PTA JAKARTA 75.000.000 74.640.500 99,52% 359.500 0,00%

2 | 400616 |PA JAKARTA PUSAT 160.000.000 137 605.000 0,00% 273595000 0,00%

3 | 400622 |PA JAKARTA UTARA 215.000.000 213.367.000 0,00% 1.633.000 0,00%

4 | 400631 |PA JAKARTA BARAT 2.760.000.000 [  2.654.180.900 96,17% 105.819.100 3,99%

5 | 400847 |PA JAKARTA TIMUR 3.040.000.000 [  2.750.943.695 50,49% 289.056.305 0,00%

6 | 400653 |PA JAKARTA SELATAN 565.000.000 538.012.000 85,22% 26.988.000 0,00%
TOTAL 6.815.000.000 | 6.368.749.095 |  93,45% 445.250.905 6.55%

Jumlah anggaran DIPA Tahun 2015 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Program

sarana dan prasarana sebesar Rp. 6.815.000.000,- (Enam milyar delapan ratus lima belas juta

rupiah)

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Modal di Lingkungan PTA Jakarta Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

- PAGU DIPA

Belanja Modal pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 6.815.000.000,- (Enam milyar delapan

ratus lima belas juta rupiah)

- REALISASI
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Realisasi belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 6.368.749.095,- (Enam milyar tiga

ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh lima

rupiah) atau sebesar 93,45 % dari total belanja modal.

SISA ANGGARAN

Sisa anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar Rp. 446.250.905,- (Empat ratus empat

puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima rupiah ) atau sebesar 6,55

% dari total belanja modal.

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2015

DIPA 04 BADILAG
BELAMJA BARANG

NO KODE SATKER
SellEl PAGU REALISASI (%) | SISAANGGARAN | (%)
1 400616 Pengadilan Agama Jakarta Pusat 170.490.000 170.488.000 | 100,00 2.000 0,00
2 401113 Pengadilan Tinggi Agama lakarta 230.480.000 226.200.750 | 98,14 4.279.250 1.86
3 400623 Pengadilan Agama Jakarta Utara 235,810,000 235,132,000 | 99,71 678.000 0,29
4 400632 Pengadilan Agama Jakarta Barat 167.190.000 160.440.000 | 9596 6.750.000 4,04
5 400648 Pengadilan Agama lakarta Timur 225.650.000 225.500.000 99,93 150.000 0,07
6 400654 Pengadilan Agama lakarta Selatan 226.625.000 222.425.000 | 98,15 4.200.000 1.85
JUMLAH 1.256.245.000 1.240.185.750 | 98,72 16.059.250 | 1,28

Untuk DIPA 04 (Badilag) tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta dan Pengadilan

Agama Se-DKI Jakarta Program peningkatan manajemen peradilan mendapatkan total pagu

anggaran sebesar Rp. 1.256.245.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus

empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.240.185.750,- (Satu milyar

dua ratus empat puluh juta sertus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau

sebesar 98,72 % dari pagu anggaran.
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E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi
untuk meningkatkan kinerja dan mendorong akuntabilitas organisasi. Agar teknologi informasi
dapat optimal memberikan manfaat bagi peningkatkan kinerja organisasi, maka harus

dilakukan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung dan badan-
badan Peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama
se DKI Jakarta adalah dapat memberikan pelayanan prima (excellent Service) kepada para
pencari keadilan dengan didukung penerapan e-government.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.
144/KMA/SK/VII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi Publik di
Pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan.

Selain itu, dalam penanganan perkara dengan menggunakan aplikasi SIADPA (Sistem
Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang lahir sejak tahun 2007 dan terakhir
dikenal dengan istilah SIADPA PLUS yang diintegrasikan dengan website atau dikenal dengan
SIADPA WEB atau SIADPA ONLINE antara lain menyajikan tentang jadwal sidang, pencarian
informasi perkara, keuangan perkara, pengembalian sisa panjar dan sebagainya. Selain itu
dimanfaatkan fasilitas email untuk komunikasi data dan persuratan dan penerapan paperless
terkait urusan kepegawaian dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mendukung pelaksanaan Teknologi Informasi (IT) yang lebih maju kedepannya,
dibutuhkan peningkatan kualitas perangkat/hardware yang lebih upgrade. Keterbatasan sarana
dan prasarana bidang Teknologi Informasi baik kuantitas dan kualitasnya juga terjadi di semua
Pengadilan Agama se DKI Jakarta,termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten
bidang tehnologi informasi. Saat ini sumber daya manusia yang menangani tehnologi informasi
umumnya adalah membantu bukan tugas pokoknya karena ada tugas pokok yang lain, seperti
Panitera pengganti merangkap petugas tehnologi informasi dan penggunaan tenaga honorer. dll

Permasalahan sumber daya manusia disamping keterbatasan sumber daya manusia
adalah masalah pembinaan karir dan kesejahteraannya. Melihat peranan tehnologi informasi yang
sangat vital sebagai sarana mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi maka peningkatan
sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya termasuk pembinaan karir
dan kesejahteraannya.

Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang Tehnologi
informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta tidak

mengurangi komitmen dan semangat untuk terus dapat secara optimal memanfaatkan tehnologi
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informasi,dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan terwujudnya Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta dan Pengadilan Agama seDKI yang agung, dengan terus dan berkelanjutkan
dalam pengembangan tehnologi informasi demi memberikan pelayanan prima terhadap

masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta masih
memerlukan peningkatan sarana dan prasarana/Perangkat Keras maupun perangkat lunak
Tehnologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelesaian perkara maupun bidang

lainnya.

Gambaran sarana dan prasarana Tehnologi Informasi sebagai berikut :

1. Perangkat Keras (Hardware)

Tabel 19 : Jumlah Perangkat Lunak (Software)

PTA Jakarta Laptop 9 unit Rusak ringan
Personal Computer 42 unit Baik
Printer 25 unit Baik
Server 1 unit Baik
Touchscreen 1 unit Baik
TVILED 3 unit Baik
Scanner 1 unit Baik
Proyektor 2 unit Baik
Kamera 2 unit Baik
Mesin Fotocopy 1 unit Baik

2 PA Jakarta Pusat Laptop 11 unit Baik
Personal Computer 22 unit Baik
Printer 2 unit Baik
Server 4 unit Baik
Touchscreen Lunit Baik
TV/LED 3 unit Baik
Scanner 2 unit Baik
Proyektor 2 unit Baik
Kamera 2 unit Baik
CCTV 26 unit Baik
Mesin Fotocopy 1 unit Baik

3. | PA Jakarta Barat Laptop 9 unit Baik
Personal Computer 36 unit Baik
Printer 17 unit Baik
Server 2 unit Baik
Touchscreen 1 unit Baik
TVILED 1 unit Baik
Scanner 2 unit Baik
Proyektor 1 unit Baik
Kamera 1 unit Baik
Mesin Fotocopy 1 unit Baik
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4. | PA Jakarta Timur Laptop 8 unit Baik
Personal Computer 44 unit Baik
Printer 28 unit Baik
Server 3 unit Baik
Touchscreen 1 unit Baik
TV/LED 4 unit Baik
Scanner 3 unit Baik
Proyektor 1 unit Baik
Kamera 2 unit Baik
CCTV 4 unit Baik
Mesin Fotocopy 1 unit Baik

5. | PA Jakarta Selatan Laptop 8 unit Baik
Personal Computer 45 unit Baik
Printer 63 unit Baik
Server 2 unit Baik
Touchscreen 3 unit Baik
TV/LED 5 unit Baik
Scanner 4 unit Baik
Proyektor 1 unit Baik
Kamera 1 unit Baik
CCTV 4 unit Baik
Mesin Fotocopy 1 unit Baik

6. | PA Jakarta Utara Laptop 15 unit Baik
Personal Computer 24 unit Baik
Printer 48 unit Baik
Server 4 unit Baik
Touchscreen 1 unit Baik
Scanner 4 unit Baik
Proyektor 1 unit Baik
Kamera 1 unit Baik
CCTV 4 unit Baik
Mesin Fotocopy 1 unit Baik

2. Perangkat Lunak (Software)

Dalam rangka guna memudahkan dan menunjang tugas pokok dan fungsi peradilan

baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan software ini sangat menunjang terhadap

kinerja masing masing bidang .

Adapun jenis aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan

Pengadilan Agama Se DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 19 : Jumlah Perangkat Lunak (Software)

1 | Pengadilan Tinggi Agama

DKI Jakarta

Panitera Muda Banding PNBP KEMENKEU AKTIF
SIADPTA PLUS BADILAG AKTIF

Panitera Muda Hukum SIADPTA PLUS BADILAG AKTIF
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Sub Bagian Kepegawaian KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG | AKTIF
SIKEP MAHKAMAH AGUNG | AKTIF
SIMPEG BADILAG AKTIF
SAPK BKN AKTIF
SATYALENCANA MAHKAMAH AGUNG | AKTIF
SIMARI MAHKAMAH AGUNG | TDK AKTIF
E-PUPNS BKN AKTIF
SIHARKA MENPAN AKTIF

Sub Bagian Keuangan RKAKL/DIPA KEMENKEU AKTIF
SAS KEMENKEU AKTIF
SILABI KEMENKEU AKTIF
SAIBA KEMENKEU AKTIF
SAIBA-W KEMENKEU AKTIF
KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG | AKTIF
SIMARI MAHKAMAH AGUNG | AKTIF
MONEV BAPENAS BAPPENAS AKTIF
ANGGARAN MONEV KEMENKEU AKTIF
KONFIRMASI PAJAK KEMENKEU AKTIF
SETORAN PAJAK
MPN 62 KEMENKEU AKTIF
GPP/GAJI KEMENKEU AKTIF
PIN PPSPM KEMENKEU AKTIF

Sub Bagian Umum SIMAK BMN KEMENKEU AKTIF
SIMAK BMN-W KEMENKEU AKTIF
SIMAN KEMENKEU AKTIF
PERPUSTAKAAN ANRI AKTIF
KEARSIPAN ANRI AKTIF
PERSEDIAAN KEMENKEU AKTIF
SIMANTAP KEMENKEU AKTIF
KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG | AKTIF
WEBSITE PTA
JAKARTA PTA JAKARTA AKTIF
SIRUP LKPP AKTIF
WEB PENGADAAN LKPP AKTIF

3. Jaringan intranet dan internet

Keberhasilan penerapan tehnologi informasi disamping didukung perangkat keras dan

perangkat lunak ang memadai, perlu juga tersedia jaringan intranet dan internet yang dapat

diakses dengan cepat mempunyai kapasitas yang tinggi.

Kondisi jaringan yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya.

Jaringan yang dipergunakan menggunakan kabel telepon standar sehingga akses dan

o



koneksitas lambat,diperlukan penggantian fasilitas jaringan dengan kabel fyber optic

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

F. REGULASI TAHUN 2015

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi
birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melalui
reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi telah diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga
pemerintah khususnya di Mahkamah Agung RI. Reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI dilakukan
sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini, di mana birokrasi dituntut untuk dapat melayani

masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur
Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka
menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional. Birokrasi merupakan faktor penentu
dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum,
transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku
birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban public serta integritas
pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance).

1. Program Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Contoh: Masuk kerja tepat waktu pada jam 08.00 WIB dan pulang jam 16.30
WIB yang berpedoman kepada Surat Keputusan No.
71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan
Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang

Berada Di Bawahnya.

2. Program Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

Contoh: Regulasi pimpinan PTA antara satu dengan yang lainnya yang tidak



tumpang tindih terhadap penanganan perkara banding yang sesuai
dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan, Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima)
bulan dan Tingkat Banding selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan
kebijakan pimpinan PTA menjadi 1 (satu) bulan dan kebijakan
pimpinan bahwa PTA tidak ada tunggakan perkara atau zero cases
terhitung mulai tahun 2013 serta 2014 dan diharapkan juga pada
tahun 2015, hal ini berkaitan dengan Pelayanan Publik.

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Contoh:

Meningkatkan koordinasi dan menyinergikan antar unit organisasi
yang ada di PTA seperti rapat rutin setiap hari Senin dan rapat
koordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Se-DKI tentang

Pelaksanaan Tupoksi.

4. Program Penataan Tata Laksana

Contoh:

Untuk meningkatkan dan efektifitas serta kinerja unit organisasi dan
SDM serta jajarannya dengan menyusun SOP, seperti SOP dari awal
penerimaan perkara di bagian umum sampai pengarsipan di bagian

Panitera Muda Hukum.

5. Program Penataan SDM

Contoh:

Dalam mendukung peningkatan pelayanan yang prima untuk
masyarakat oleh PTA dan jajarannya menyesuaikan dengan
ketersediaan anggaran vyaitu diselenggarakannya Bimtek dan DDTK
untuk Hakim dan Tenaga Teknis seperti Bedah Berkas, Pembuatan
Putusan dengan nara sumber dan para ahli di bidangnya seperti ahli

ekonomi syariah dan Hakim Tinggi.

6. Program Penguatan Pengawasan

Contoh:

Untuk mencegah, mengurangi tingkat pelanggaran dan kesalahan dalam
menjalankan tugas serta pelaksanaan perbaikan atas kekeliruan dalam
menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas Nomor W9-A/748/PS.01.1/
IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Nomor W9-A/3366/HM.01.1/X1/2015
tanggal 16 November 2015, telah dilakukan pengawasan oleh PTA
terhadap PA Se-DKI sebanyak 2 kali dengan objek pengawasan yaitu
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administrasi perkara (Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi

Perkara, Pola tentang Register Perkara, Pola tentang Keuangan Perkara,

Pola tentang Pelaporan Perkara dan Pola tentang Kearsipan Perkara) dan

administrasi perkara di bidang IT (Informasi Perkara dan SIADPA Plus).

Program Penataan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Sekretariat Negara

Contoh:

Untuk meningkatkan akuntabilitas kerja PTA Jakarta dan jajarannya
pada tahun 2015 telah menyusun Renstra, SAKIP, Laporan Keuangan
dan SKP.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Contoh:

PTA Jakarta dan jajarannya dalam meningkatkan pelayanan prima pada
masyarakat disamping mempercepat penyelesaian perkara sesuai
dengan Surat Keputusan Nomor W9-A/1547/HM.02.3/VI11/2014 tentang
Pembentukan Tim Pengelolaan Meja Informasi pada Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta dan sesuai dengan kebijakan MA untuk mendapatkan
pengakuan dari masyarakat atau organisasi eksternal PTA Jakarat telah
menggariskan kebijakan untuk mendapatkan sertifikat SO di
Lingkungan PTA Jakarta yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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BAB IV
PENGAWASAN

Pengawasan
A. Internal

Untuk melaksanakan program pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menerbitkan surat keputusan nomor W9-
A/433/PS.01/11/2015 Tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pengawas Bidang Dilingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Tahun 2015 pengawasan ke Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta dilaksanakan berdasarkan surat tugas nomor : W9-A/748/PS.01/1V/2015
tanggal 6 April 2015 dan nomor : W9-A/2810/HM.02.3/IX/2015 tanggal 11 September 2015
pengawasan tersebut hanya bidang Kepaniteraan, yang mengacu kepada surat keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/432/PS.01/11/2015 tentang Penunjukan Tim Hakim
Tinggi Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

B. Evaluasi
Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pengawasan
Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dilakukan pengawasan sebanyak 2
(dua ) kali untuk 5 wilayah yakni pada tanggal 7 s.d 8 April 2015 dan 17 s.d 19 November 2015.
Pengawasan tersebut dilaksanakan sedikit berbeda dengan metode sebelumnya. Metode
pengawasan yang digunakan lebih mengutamakan pemanfaatan bidang teknologi informasi pada
administrasi perkara yaitu implementasi SIADPA Plus dan aplikasi pendukung lainnya yang berkaitan

dengan administrasi perkara seperti Pengawasan online (Informasi Perkara dan direktori putusan).
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